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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah
negara hukum. Menurut Frederich Julius Stahl, terdapat tiga ciri negara hukum.
Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Kedua, pembagian kekuasaan. Ketiga,
pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Keempat, adanya peradilan
yang bebas.’ Pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar
mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang diatur
secara tegas dalam UUD maupun yang secara implisit menjiwai maksud-maksud
di balik ketentuan UUD, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembangunan
ekonomi yang demokratis dengan menekankan efisiensi berkeadilan dan kepastian
hukum yang adil sebagai jaminan atas hak milik dan terselenggaranya
pembangunan ekonomi yang demokratis sesuai Pasal Pasal 28D ayat (1), Pasal
28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4)UUD 1945.

Dalam masyarakat yang sederhana hukum berfungsi untuk menciptakan
dan memelihara keamanan dan ketertiban.? Kebutuhan terhadap ketertiban ini

merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia

! Moh. Mahfud MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media,

1999), hal. 23.
2 Mochtar Kusumaatmaja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, (Jakarta: Ghalla
Indonesia, 1981), hal. 3.



yang teratur. Terlepas dari hal-hal lain yang menjadi tujuan hukum, ketertiban
sebagai tujuan utama dari hukum merupakan suatu fakta objektif yang berlaku bagi
segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Kemudian fungsi ini
berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dan meliputi
berbagai aspek kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis.

Namun, dewasa ini fungsi hukum yang penting adalah sebagai alat
rekayasa sosial yaitu sebagai sarana untuk merubah perilaku masyarakat dan
merencanakan perubahan dalam rangka pembangunan berencana. Hartono®
mengemukakan bahwa dalam suatu negara yang membangun secara berencana,
peraturan hukum harus merupakan sarana bagi kebutuhan baru yang akan timbul.
Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa apabila pembangunan dilaksanakan
untuk kemanfaatan yang maksimal bagi seluruh rakyat, mutlak harus disiapkan
terlebih dahulu pranata hukum yang adil guna mengantarkan hasil-hasil
pembangunan itu kepada seluruh lapisan masyarakat.

Luasnya aspek kehidupan masyarakat yang dijangkau oleh hukum
menyebabkan lahirnya berbagai bidang hukum yang secara khusus mengatur suatu
aspek tertentu. Salah satu aspek hukum yang mengatur kehidupan manusia adalah
yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk mengatur aktivitas ekonomi masyarakat, peranan hukum sudah
dikenal sejak masyarakat menggunakannya untuk melindungi hak-hak kebendaan.
Sebagai suatu proses, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan

ekonomi. Profesor Ch. Himawan menunjukkan bahwa proses pembangunan

® Sunaryati Hartono, Hukum Perseroan Kita dan Pengawasan Terhadap Perusahaan
Multinasional Dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Perusahaan Multinasional, BPHN,
(Bandung,: Binacipta, 1982), hal. 116.



ekonomi dapat ditingkatkan melalui penerapan hukum dan alat-alat pelayanan
hukum secara rasional. Ini berarti bahwa pendekatan hukum dapat digunakan
dalam pembangunan ekonomi.*

Hukum menghendaki keteraturan dan kepastian agar proses pembangunan
ekonomi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, untuk mencapai
tujuan ekonomi, diperlukan hukum yang mengatur mekanisme pasar. Profesor
Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa adanya sistem hukum dalam masyarakat
merupakan conditio sine qua non bagi berjalannya aktivitas ekonomi.’

Oleh karena itu, untuk mengatur agar aktivitas ekonomi berjalan dengan
baik dan lancar, maka peranan hukum sangat diperlukan untuk mencapai kepastian
(certainty) hukum, keadilan (fairness), dan efisiensi (efficiency).® Bahkan dalam
era globalisasi, ketiga unsur di atas menjadi semakin penting terutama dalam
menetapkan hukum, selain berorientasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
juga secara bersamaan dapat melindungi kepentingan pihak yang lemah. Inilah
peran negara melalui aspek hukum dalam kegiatan ekonomi pada dewasa ini.
Dengan demikian hukum merupakan sarana untuk memperoleh kepastian,
keadilan, dan efisiensi.

Dalam kerangka pembangunan ekonomi yang demokratis dan adil, negara
merancang UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk memberikan kesempatan yang sama

kepada seluruh pelaku usaha yang mempunyai kapabilitas untuk turut serta dalam

* Ch. Himawan, The Foreign Investment Process In Indonesia, (Singapura: Gunung
Agung, 1980), hal. 10.

° Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran tentang Ancaman Antardisiplin Dalam
Pembinaan Hukum Nasional,(Bandung: Sinar Baru, 1985), hal.57.

® Erman Rajagukguk, Kebijakan Pembaruan Hukum Indonesia Dalam Menghadapi
Globalisasi Ekonomi. Suatu Pemikiran Untuk Mencapai Kepastian, Keadilan, dan Efisiensi,
(Makalah Tanpa Penerbit, 1995), hal.2.



pembangunan ekonomi yang demokratis. Filosofi ini dapat disimpulkan dari
konsideran huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:
“Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di
dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim

usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar”

Dengan demikian, demokrasi dalam bidang ekonomi bertujuan
menciptakan iklim usaha yang sehat, fair dan terbuka guna menyeleksi pelaku
usaha-pelaku usaha yang kapabel untuk membangun ekonomi yang demokratis.
Secara tidak langsung, cita hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pesan
yang jelas bahwa segala tindakan yang menghambat terciptanya iklim ekonomi
yang sehat, fair, efektif dan efisien dipandang sebagai tindakan yang bertentangan
dengan cita hukum UU Nomor 5 Tahun 1999 dan pada akhirnya bertentangan

dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Melalui peraturan yang jelas dan konsisten, negara harus menjamin
kesamaan hak dan kebebasan semua pihak, baik yang kuat maupun lemah untuk
mengembangkan diri dalam usaha ekonomis ke arah non monopolistik, partisipatif,
pluralistik, dan seimbang. Negara harus dengan tegas-tegas menghadang distorsi-
distorsi yang tidak fair dan monopolistik yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan

ekonomi besar.’

Guna mewujudkan cita-cita UUD 1945 dan cita hukum UU Nomor 5
Tahun 1999 untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, fair, efektif dan efisien,

maka diperlukan instrumen yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang

" Frans Magnis Suseno, Filsafat Kebudayaan Politik, Penerbit PT Gramedia Pustaka
Utama, (Jakarta:1992), hal. 184.



demokratis secara tegas dan jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi pelaku
usaha dan pemerintah sebagai regulator. Oleh karenanya, ketentuan hukum yang
memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat

(1) UUD 1945 adalah suatu keharusan.

UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang
mengatur masalah persaingan antarpelaku usaha dan larangan praktik monopoli.
Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai
sejak Tahun 1970-an. Berbagai rancangan Undang-Undang dan naskah akademis
telah dimunculkan, namun baru pada tahun 1998, sebagian karena desakan
Internasional Monetary Fund (IMF), pembicaraan untuk membentuk Undang-

Undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan.®

Secara umum, UU No.5 Tahun 1999 bertujuan untuk menjaga iklim
persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha
menjadi sehat. Selain itu, juga bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi
terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi
pasar yang dianut oleh suatu negara. Selanjutnya Faisal Basri mengemukakan

bahwa:

“Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat, terbuka dan dicita-
citakan oleh banyak pelaku usaha, maka diperlukan kebijakan persaingan usaha.
Penting dan perlunya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara
bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh
perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan
melakukan praktek monopoli seenaknya."®

® Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), hal. 1.
° Faisal Basri, Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan

Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 326.



Selain tujuan umum, masing-masing negara mempunyai tujuan khusus
menghadirkan hukum persaingan usaha. Di Amerika Serikat, hukum persaingan
usaha bertujuan menlindungi sistem kompetisi (preserve competitive system) di
Jerman, bertujuan memajukan kesejahteraan dan kebebasan warga negara dan di
Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di

masayarakat.

Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah™*

1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan

rakyat;

2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah,

dan pelaku usaha kecil:

3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Agar implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan

pelaksananya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka dibentuk

1 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012 ), hal.27.

1 pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usah Tidak Sehat



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya akan disebut KPPU), yaitu

lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang

berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.

1)

2)

3)

4)

5)

Menurut Keputusan Presiden Tugas Komisi meliputi: *?

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999;

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku
usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai
dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi
dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal
28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur
dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang

berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12 pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas

Persaingan Usaha



6) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999;
7) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada intinya tugas KPPU adalah: melakukan penilaian yang sifatnya
preventif terhadap perjanjian-perjanjian maupun kegiatan perdagangan, dan
melakukan tindakan yang diperlukan terhadap perjanjian atau kegiatan
perdagangan yang menimbulkan praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat
lainnya. ™

KPPU merupakan komisi negara dan lembaga penegak hukum independen
terhadap praktik persaingan usaha dan pemberi saran kebijakan persaingan kepada
pemerintah. Keberadaan KPPU bebas dari pengaruh dan kontrol pemerintah
maupun pihak manapun.

KPPU adalah lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan
persaingan usaha yang mempunyai peran multifunction dan keahlian sehingga
dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.
KPPU mempunyai kewenangan yang sangant luas meliputi wilayah eksekutif,
yudikatif, legislatif, serta konsultatif.

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khusus, yakni
hukum persaingan usaha, bukan berarti komisi ini merupakan Lembaga peradilan

khusus. Selanjutnya Susanti Adi Nugroho mengemukakan bahwa : “KPPU hanya

B Elyta Ras Ginting. Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan
undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 102.



merupakan lembaga administrative, sehingga komisi ini hanya dapat menjatuhkan
sanksi administrative dan tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana maupun
perdata.**

Salah satu norma yang harus ditegakkan oleh KPPU atas kasus persaingan
usaha yang tidak sehat adalah persekongkolan tender. Persekongkolan dalam
pelaksanaan tender adalah tindakan yang merusak iklim persaingan usaha yang
mungkin dapat dilakukan oleh pelaku usaha demi memperoleh keuntungan. Sejak
dibentuknya KPPU ada beberapa kasus yang terjadi terkait dengan persekongkolan
tender dan dinyatakan terbukti telah melakukan persekongkolan tender.

Menurut Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999, Persekongkolan adalah
konspirasi usaha, yakni suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku usaha
dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan
pelaku usaha yang bersekongkol tersebut. Munir Fuady mendefinisikan
persekongkolan tender, yaitu: "Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan, baik
oleh pihak penyedia barang/jasa maupun pengguna barang/jasa untuk mengatur
dan menentukan pemenang tender."*

Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang
berbunyi: "Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur
atau menentukan pemenang tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan

usaha tidak sehat.”

4 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek
Serta Penerapan Hukumnya, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 20
> *Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 82.



Dalam penjelasan atas Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud
dengan tender dalam hal ini adalah tawaran untuk mengajukan harga untuk
memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk
menyediakan suatu jasa.

Persekongkolan Tender adalah praktik antipersaingan yang bisa terjadi di
antara para pelaku usaha yang seharusnya saling merupakan pesaing dalam suatu
lelang. Sederhananya persekongkolan tender adalah kesepakatan untuk alih-alih
bersaing, mengatur pemenang dalam suatu penawaran lelang melalui pengelabuan
harga penawaran. *°

Persekongkolan mempuyai karakteristik tersendiri, karena dalam
persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pelaku usaha
yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Persekongkolan
merupakan salah satu bentuk perbuatan atau kegiatan yang dapat membatasi atau
menghalangi persaingan usaha (conspiracy in restraint of business). Karena itu
dalam konteks hukum persaingan usaha berdasarkan undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, persekongkolan termasuk sebagai salah satu bentuk perbuatan atau
kegiatan yang dilarang dilakukan antarpelaku usaha, karena dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tiga bentuk
persekongkolan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan

Pasal 24, yaitu :

16 Suhasril & Mohammad Taufik Makarao, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal.45
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1) Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender
(Pasal 22)
2) Persekongkolan untuk memperolen/membocorkan informasi rahasia
perusahaan (Pasal 23)
3) Persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran produk
(Pasal 24)
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999, maka pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat. Pengertian pihak lain disini tidak terbatas hanya
pemerintah saja, bisa swasta atau pelaku usaha lain yang ikut serta dalam tender
yang bersangkutan. Jadi ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tersebut melarang kerjasama (bersekongkol) antara dua pihak atau
lebih (antarpelaku usaha atau pelaku usaha dengan pihak lain) dalam rangka
mengatur dan/atau menentukan peserta tender tertentu menjadi pemenangnya.*’
Persekongkolan dalam tender dapat terjadi melalui kesepakatan-
kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup
jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan/atau distribusi,
kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi
dalam tender yang dapat terjadi melalui pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan
maupun antara kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini

bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar

7 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
2013), hal. 479.
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bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut
dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan
pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen
tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.

Praktik persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan
dilaksanakannya tender tersebut, yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama
kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan harga dan kualitas yang
bersaing. Sehingga pada akhirnya dalam pelaksanaan tender tersebut akan
didapatkan harga yang termurah dengan kualitas yang terbaik.

Pemerintah dalam upaya melaksanakan kerja-kerja pembangunan ataupun
pengadaan barang dan jasa kerap kali menggunankan sistem tender. Hal ini tentu
karena sistem tender dianggap dapat memberikan harga yang bersaing dan dapat
memberikan hasil yang maksimal dalam setiap project sehingga kualitas produk
dapat terjaga dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.

Namun demikian pelaku usaha banyak yang nakal dalam upaya untuk
memenangkan tender agar tender jatuh kepada pihak pelaku usaha tertentu demi
meraih keuntungan. Dalam sistem tender tidak hanya pelaku usaha yang yang
berpotensi menjadi pelaku persekongkolan dalam tender namun pelaku
persekongkolan tender juga dapat melibatkan pelaksana tender.

Komisi Pengawas Persaingang Usaha (KPPU) mengadili beberapa kasus
persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan berbagai jenis

persekongkolan. Dalam pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam
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tender yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Persekongkolan
dalam tender dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu persekongkolan horizontal,
persekongkolan vertical, dan gabungan persekongkolan vertical dan horizontal.*®

Jenis-jenis persekongkolan tender yang telah didefinisikan dalam Peraturan
KPPU memudahkan KPPU dalam mengidentifikasi pola dan modus operandi
pelaku usaha dalam upaya memenangkan tender guna meraih keuntungan.

Beberapa kasus persekongkolan tender yang pernah diadili dan diputus oleh
KPPU membuktikan bahwa persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku
usaha nyata adanya sehingga praktek persaingan usaha tidak sehat dalam tender
sangat berpotensi terjadi dan merusak iklim persaingan usaha yang sehat karena itu
penulis tertarik untuk meneliti pola persekongkolan tender yang telah dinyatakan
terbukti dalam putusan KPPU.

Adapun yang menjadi fokus penulis dalam kasus persekongkolan tender
Pertama, kasus Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau
Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 yang
dituangkan dalam putusan KPPU No. 25/KPPU-L/2008.

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
Putusan Nomor 25/KPPU-L/2008 dilakukan oleh:

- Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau

Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007,

18 peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender hal.7
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yang beralamat di JI. Mandala VV No. 67 Cililitan Besar, Jakarta 13640
Telp. (021) 8092744, Fax. (021) 8091056, selanjutnya disebut Terlapor I;
CV Putra Mandiri, yang beralamat di JI. SMP 160 No. 44 RT 004/005, Kel.
Ceger Cipayung , Jakarta Timur, Telp. (021) 8446352, (021) 34832285
selanjutnya disebut Terlapor II;

PT Putra Ulun Jandi, yang berlamat di JI. Penganten Ali No. 31 RT
001/006 Ciracas, Jakarta Timur, Telp. (021) 8408819; (021) 8408869, Fax.
(021) 87790946 selanjutnya disebut sebagai Terlapor I11;

CV Nirwana Indah, yang berlamat di Jl. Bina Marga No. 8 Cipayung,
Jakarta Timur, Telp. (021) 70043909; (021) 71115391, selanjutnya disebut
Terlapor 1V,

CV Cemerlang Indah, yang beralamat di JI. H. Muchtar Raya RT 06/011
No. 1 Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5254522; (021)

34832285, selanjutnya disebut Terlapor V.

Adapun obyek tender dalam perkara ini adalah tender pengadaan bahan

kimia penghilang bau oleh Panitia Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Bahan Kimia

Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2007 yang pengumuman lelangnya dimulai pada tanggal 17 September

2007 dengan Nomor 244/P/DK/PB/1X/2007 dengan nilai pagu sebesar Rp.

980.975.600.

Pada tahap Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang terdapat 13

(tiga belas) perusahaan yang mendaftar serta mengambil Dokumen Lelang dan

hanya terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti tahap pembukaan Dokumen
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Penawaran dan Dokumen Pascakualifikasi. Pada tanggal 05 Oktober 2007,

dilakukan Evaluasi Dokumen Penawaran oleh Panitia Lelang yang meliputi

evaluasi koreksi aritmatik, administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Hasil dari

masing-masing tahapan evaluasi adalah sebagai berikut:

Nama Harga . . i
No. Penawaran Hasil Evaluasi Kesimpulan
Perusahaan (Rp)
1. | CV Putra Mandiri | 779.720.700 | Memenuhi syarat | Memenuhi
administrasi syarat
5 PT P_utra Ulun 804.333.200 Meme_nuhi syarat Memenuhi
Jandi administrasi syarat
3 CV Nirwana 833.701.000 Merr_1e_nuh| syarat Memenuhi
Indah administrasi syarat
0N Memenuhi syarat P ’
4. | PT Ludir Asia 931.925.940 . . memenuhi
administrasi
syarat
Tidak
melampirkan ljin
Edar Produk
PT Kusuma yang dikeluarkan | Tidak
5. | Agung 611.253.500 | oleh Departemen | memenuhi
Wicaksana Kesehatan syarat
beserta lampiran
lembar data
keamanan bahan
Tidak 280
CV Hendro Putra melampirkan LA
6. | Abadi 681.763.500 | g\ rat ljin Usaha ;"yigi”“h'
Perdagangan
Tidak
CV Cemerlan melampirkan Memenuhi
7 Indah ’ 745.531.600 Kartu Tanda syarat
Anggota Kadin
1. Tidak
melampirkan _
_ _ brosur asli; Tidak
8. | CV Sopinro Maju | 647.460.000 2 Tidak ada iiin memenuhi
J syarat

edar produk dari
Departemen
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Kesehatan;

3. Nomor SIUP
tidak sesuai
dengan Nomor
SIUP pada KTA
Kadin;

4. Time schedule
tidak sesuai.

Pada tanggal 09 Oktober 2007, Panitia Lelang menerbitkan surat Nomor
524/DK/PB/X/2007 tentang Usulan Calon Pemenang Pelelangan Pekerjaan
Pengadaan Bahan Kimia Penghilang Bau Kebutuhan Dinas Kebersihan Provinsi
DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007 kepada Kepala Sub Dinas Penanggulangan
Limbah B3 Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna
Anggaran. Urutan calon pemenang tersebut yaitu CV Putra Mandiri sebagai calon
pemenang, PT Putra Ulun Jandi sebagai calon pemenang cadangan I, dan CV
Nirwana Indah sebagai calon pemenang cadangan II.

Dalam evaluasi teknis, Panitia Tender telah mengetahui CV Putra Mandiri,
PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah menawarkan barang yang bukan produk
dalam negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS, namun tetap diluluskan
oleh Panitia Tender. Setelah Panitia Tender melakukan evaluasi pelelangan
terdapat kekeliruan yang ditemukan dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen
ijin edar barang yang ditawarkan peserta dan hal tersebut diakui sendiri oleh
Panitia Tender sebagai suatu kesalahan karena ketidak telitian Panitia Tender.

Selanjutnya Terlapor II, 111, 1V, dan V diduga melakukan persaingan usaha
tidak sehat yang dibuktikan dengan adanya kesamaan dan persesuaian dokumen

yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesamaan kesalahan pengetikan

16



yang mengindikasikan bahwa CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV
Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah mempersiapkan Dokumen Penawaran
secara bersama-sama dengan cara Direktur PT Putra Ulun Jandi dan M. Sihotang
(Staf PT Putra Ulun Jandi) melakukan pengaturan diantara perserta tender CV
Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah, dan CV Cemerlang Indah
untuk memenangkan CV Putra Mandiri.

Pengaturan untuk memenangkan CV Putra Mandiri dilakukan oleh Direktur
PT Putra Ulun Jandi dan M. Sihotang dengan menyusun dokumen penawaran yaitu
teknis dan harga CV Putra Mandiri, PT Putra Ulun Jandi, CV Nirwana Indah untuk
mengikuti proses pelelangan. M. Sihotang sengaja meminjam CV Nirwana Indah
dengan membayar fee sebesar Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah)
sebagai pendamping untuk mengikuti pelelangan. Direktur PT Putra Ulun Jandi
dan M Sihotang dengan sengaja menciptakan persaingan semu diantara CV Putra
Mandiri.

Kedua, kasus Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 yang dituangkan dalam putusan KPPU
No. 04/KPPU-L/2013

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
Putusan Nomor 4/KPPU-L/2013 dilakukan oleh:

- Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/ Panitia Pengadaan Barang/ Jasa

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Direktorat Jenderal Bina Marga,
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Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 (“Pokja ULP/ Panitia
Pengadaan”), berkedudukan di Jalan Raya Kuta No. 195 (Wisma Bisma 1),
Denpasar, Bali, selanjutnya disebut Terlapor I;

- PT Ifani Dewi, berkedudukan di Jalan Tebet Barat Dalam Raya Nomor
153A, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terlapor I,

- PT Antar Mitra Sejati, berkedudukan di Jalan Taman Hasanuddin D55,

Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Terlapor Ill;

Adapun objek perkara dalam Putusan Nomor 4/KPPU-L/2013 adalah
Tender Pengadaan Alat Berat/Alat Bantu di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII
Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran
2011. Bahwa nilai tender ini adalah sebesar Rp 44.048.806.120.

Pelanggaran yang terjadi dalam putusan ini dilakukan oleh peserta tender
dan kelompok kerja (Pokja) sehingga masuk kedalam kategori persekongkolan
horizontal dan persekongkolan vertikal. Adapun persekongkolan horizontal yang
dilakukan oleh Terlapor Il dan Terlapor Il dapat diketahui dengan adanya
kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan pada beberapa dokumen
seperti dalam dokumen surat penawaran harga, dan dokumen pakta integritas.
Adanya kesamaan produk dan harga produk yang ditawarkan, kesamaan dalam
mendapatkan dukungan dari distributor, kesamaan distributor, kesamaan Internet
Protocol (IP Address), dan adanya kesengajaan untuk tidak memenuhi persyaratan
tender, dimana hal ini dilakukan oleh Terlapor Il dalam proses

klarifikasi/pembuktian dokumen kualifikasi yang secara sengaja tidak

18



menyampaikan/menunjukkan bukti pajak yang asli padahal sebenarnya sangat
berpontensi untuk menjadi pemenang tender.

Selanjutnya dengan adanya kesamaan dalam mendapatkan dukungan dari
distributor menunjukkan adanya kerja sama dalam penyusunan dokumen antara
Terlapor 1l dan Terlapor Ill. Kerja sama ini merupakan cara untuk menciptakan
persaingan semu. Selain itu, ditemukan juga fakta dalam persidangan bahwa surat
dukungan distributor yang dilampirkan Terlapor Il adalah palsu dan telah
ditandatangani diatas surat pada tanggal 2 September 2013 dan 27 September
2013. Tindakan yang dilakukan Terlapor 11 dan Terlapor 111 melakukan pemalsuan
terhadap surat dukungan dari beberapa distributor yang ditemukan dalam fakta
persidangan memperlihatkan adanya perilaku yang tidak jujur dan melawan
hukum.

Persekongkolan horizontal di atas merupakan salah satu bentuk persaingan
usaha tidak sehat. Bentuk lain dari persaingan usaha tidak sehat adalah
persekongkolan vertikal sebagaimana yang dilakukan dalam proses tender ini
berdasarkan fakta-fakta proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh
POKJA ULP/Panitia Pengadaan yang bertujuan memfasilitasi PT Irfani Dewi
menjadi pemenang tender berupa membatasi peserta tender (potensial), upaya
mengabaikan fakta terjadinya persaingan usaha tidak sehat, dan tidak adanya
tindakan terhadap pemalsuan dokumen surat dukungan distributor pada dokumen

penawaran Terlapor Il dan Terlapor IlI.
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Ketiga, kasus Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah
Tahap Il Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014,
yang dituangkan dalam putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2015.

Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam
Putusan Nomor 4/KPPU-L/2013 dilakukan oleh:

- Kelompok Kerja I (POKJA) Konstruksi Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2014 beralamat kantor di Jalan
Saonigeho Km. 3, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, sebagai Terlapor
l.

- PT Cendana Indah Karya beralamat kantor di Jalan Palang Merah Dalam
LT.2, Nomor 34 C Medan, Sumatera Utara, sebagai Terlapor I1.

- PT Res Karya beralamat kantor di Jalan Bajak 1l H, Nomor 51 A Medan,

Sumatera Utara, sebagai Terlapor I11.

Adapun objek perkara Nomor 13/KPPU-L/2015 adalah Pelelangan
Pekerjaan Pembangunan Kantor Pemerintah Tahap Il Kabupaten Nias Selatan
Tahun Anggaran 2014 yang berlokasi di Teluk Dalam dengan nilai paket sebesar
Rp.37.000.000.000.

Kronologis kejadian dimulai Pada tanggal 30 Mei 2014 s/d 05 Juni 2014
yang merupakan jadwal Pendaftaran dan Download Dokumen Kualifikasi. Pada
pendaftaran tersebut terdapat 15 (lima belas) perusahaan yang melakukan

pendaftaran kualifikasi yang dilanjutkan dengan tahap Pendaftaran dan Pemasukan

20



(upload) Dokumen Kualifikasi, dan hanya terdapat 6 (enam) perusahaan yang

melakukan pendaftaran kualifikasi, yaitu:

No Nama Perusahaan

PT Gapeksindo Hutama Kontrindo
PT Gunakarya Nusantara

PT Cendana Indah Karya

PT Res Karya

PT Mitra Perkasa Jaya

PT Mitra Engineering Grup

SRS I R A

Pada tahap Hasil Evaluasi Kualifikasi, hanya PT Mitra Perkasa Jaya yang
dinyatakan gugur. Selanjutnya pada tahap Hasil Pembuktian Kualifikasi
PT.Gunakarya Nusantara dinyatakan gugur dikarenakan tidak dapat menunjukkan
asli bukti dukungan keuangan dan Nomor TDP yang ditujukan tidak sesuai dengan
Nomor yang disampaikan melalui system SPSE di LPSE Kabupaten Nias Selatan
serta dokumen kualifikasi tidak lengkap saat Pembuktian Kualifikasi. Sehingga
Tanggal 14 Juni 2014, Penetapan Hasil Kualifikasi. hanya terdapat 4 (empat)
perusahaan yang ditetapkan lulus dalam Pembuktian Kualifikasi dan akan
diundang untuk mendownload Dokumen Pemilihan serta mengupload Dokumen
Penawaran (administrasi, Teknis dan Biaya). Tahapan selanjutnya adalah
Pembukaan Dokumen Penawaran, pada tahap ini terdapat 3 (tiga) perusahaan yang
mengupload Dokumen Penawaran dan selanjutnya dilakukan Evaluasi Dokumen
Penawaran Terkait Dengan Koreksi Aritmatika dan PT Mitra Engineering Grup

dinyatakan gugur. Adapun rincian evaluasinya sebagai berikut:

No. Nama Nilai Nilai Ranking Ket
Perusahaan | Penawaran Penawaran
(Rp) Terkoreksi
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1. PT Res 34.558.090.000 | 34.527.808.000 | 1
Karya
2. PT Cendana | 35.994.540.000 | 35.961.349.000 | 2
Indah Karya
3. PT Mitra 36.487.200.000 | O 3 penawaran
Engineering tidak dapat
Grup terkoreksi
sempurna
karena
hasil
deskripsi
penawaran
kabur/tidak
jelas
dibaca
oleh mata
normal

Selanjutnya PT Res Karya dinyatakan gugur pada tahap Evaluasi Dokumen

Penawaran Terkait Dengan Evaluasi Teknis dengan rincian sebagai berikut:

No Nama Metode Jadwal Jenis, Personil | Spesifikasi | Pra Total Ket
Perusahaan | Pelaksan | Pelaksa kapasita, | Inti Teknis RK3 Nilai
aan naan komposi
si dan
Jumlah
Peralata
n
Minimal
1. PT Res 13 0 0 0 0 0 13 Gugur
Karya (Pada
tahap
Metode
Pelaksan
aan)
2. PT Cendana | 20 19 13 5 20 7 94 Lulus
Indah Karya

Sehingga dengan demikian PT Cendana Indah Karya dinyatakan sebagai

pemenang tender berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Nias Selatan Nomor 027/001/ULP/NS/2014.
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Pelanggaran yang terjadi dalam putusan ini masuk kedalam kategori
persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal. Adapun bentuk
persekongkolan horizontal dalam tender a quo adalah persekongkolan yang
dilakukan oleh para peserta tender dalam hal ini yaitu antara PT Cendana Indah
Karya dengan PT Res Karya dengan indikasi dan bukti adanya beberapa kesamaan
di dalam Dokumen Penawaran kedua perusahaan, hal ini menunjukan penyusunan
Dokumen Penawaran dilakukan oleh orang yang sama atau dikerjakan secara
bersama-sama. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh peserta tender yang
menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam perkara ini sebagai
berikut.

1) Terdapat kesamaan harga satuan untuk beberapa jenis item pekerjaan
milik PT Res Karya dan PT Cendana Indah Karya berdasarkan hasil
dari Koreksi Aritmatika

2) Adanya fakta hubungan keluarga (afiliasi) antara Direktur PT Cendana
Indah Karya yang bernama Sdr. Arzen Akbar yang diketahui
merupakan anak kandung dari Direktur PT Res Karya yang bernama
Sdri. Wiratni.

3) Kesamaan alamat antara PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya
yang beralamat di Jalan Bajak 1I-H Nomor 51 A Medan.

4) Adanya kesamaan nama perusahaan yang memberikan dukungan

peralatan kepada PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya.

Perusahaan Perusahaan

Nama Nama Nomor surat Tanggal

PT Cendana | PT Bumi Putra | SUDU 14031809/CIK 16 Maret
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Indah Karya | Rimba 2014

PT Res PT Bumi Putra | SUDU 14031808/RES 16 Maret
Karya Rimba 2014

5) Surat dukungan bank dari PT Cendana Indah Karya dan PT Res Karya
dalam tender a quo diurus oleh orang yang sama yaitu Rustam Effendy
Syam H. sehingga menciptakan dan menyebabkan persaingan semu dan
tidak kompetitif diantara kedua perusahaan, rincian lebih lengkapnya

sebagai berikut.

Nama Nama Bank Nomor surat Tanggal

Perusahaan

PT Cendana | Bank Sumut 1008/CU/PNPIN/SKDD/2014 | 16 Mei

Indah Karya | Cabang Utama 2014
Medan

PT Res Bank Sumut 1007/CU/PNPIN/SKDD/2014 | 16 Mei

Karya Cabang Utama 2014
Medan

6) Adanya beberapa kesamaan kesalahan pengetikan pada Dokumen
Analisa Harga Satuan, Dokumen Metode Pelaksanaan dan beberapa
kesamaan untuk item dan isi pada Metode Pelaksanaan, PT Cendana
Indah Karya dan PT Res Karya.

7) Adanya kesamaan metadata pada softcopy untuk data pada Dokumen
Isian Kualifikasi dan Dokumen Penawaran

8) Adanya kesamaan alamat IP Address yang digunakan oleh PT Cendana
Indah Karya dan PT Res Karya dengan Nomor alamat IP yaitu
114.79.33.252 yang digunakan untuk mengupload Dokumen

Penawaran.
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Selain dari persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal juga terjadi
dalam perkara ini yang dilakukan oleh pihak Kelompok Kerja (POKJA) | dengan
peserta tender yang dapat diketahui melalui tindakan yang dilakukan dan/atau tidak
dilakukan olen POKJA. Adapun hal-hal yang mengindikasikan terjadinya
persekongkolan vertikal yaitu:

1) Tidak dilakukannya klarifikasi terhadap PT Mitra Engineering Grup

terkait dengan koreksi aritmatika yang menyatakan penawaran milik PT
Mitra Engineering Grup tidak dapat terkoreksi sempurna karena hasil
deskripsi penawaran kabur/tidak jelas dibaca oleh mata normal.

2) Pokja tidak melakukan evaluasi secara benar terkait dengan daftar
peralatan utama terhadap PT Cendana Karya dan PT Res Karya yang
menyebabkan PT Res Karya mendapatkan nilai 0 dan PT Cendana
Karya mendapatkan nilai 13.

3) Pokja tetap meloloskan PT Cendana Indah Karya menjadi pemenang
tender meskipun jumlah peralatan yang diajukan dalam dokumen teknis
tidak memenuhi persyaratan yang diminta dalam dokumen pengadaan.

4) Tindakan (conduct) yang dilakukan oleh Pokja sebagaimana dijelaskan
di atas merupakan tindakan yang dilakukan untuk memfasilitasi PT
Cendana Indah Karya agar dapat lolos dalam setiap evaluasi dan
menjadi pemenang dalam tender a quo.

Sebagaiman uraian kasus dari ketiga putusan yang menjadi fokus penulis

atas perkara persekongkolan di atas tentu kepastian hukum atas penegakan undang-
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Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan
Usaha tidak Sehat mutlak diperlukan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi
keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh
berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan
kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau
berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian
hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum
positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin

dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. *°

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan
masalah yang penulis teliti adalah:

1) Bagaimana pengaturan persekongkolan tender berdasarkan UU
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat guna menciptakan kepastian hukum
bagi pelaku usaha?

2) Bagaimana KPPU dalam memutuskan perkara persekongkolan
tender dalam putusan KPPU Nomor 25/KPPU-L/2008, No.

4/KPPU/L/2013 dan No. 13/KPPU/L/2015?

% Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta:
Penerbit Toko Gunung, 2002), hal. 95
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini
adalah:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan Pasal 22
UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk menciptakan kepastian hukum bagi
pelaku usaha sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 5 Tahun
1999.

2) Untuk mengetahui dan menganalisis perkara persekongkolan tender
atas putusan KPPU Nomor 25/KPPU-L/2008, No. 4/KPPU-L/2013

dan No. 13/KPPU-L/2015.

1.4  Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:
1) Secara teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini adalah dalam rangka untuk
pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai
penerapan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 serta dampak yang
diakibatkan olehnya dalam menciptakan persaingan usahat yang sehat,
fair dan demokratis sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan
filosofisnya dibentuknya UU Nomor 5 Tahun 1999.
2) Secara praktis
Secara praktis dari hasil penelitian ini adalah untuk memperluas

pengetahuan diri penulis dan sebagai bahan bacaan dan informasi bagi
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1.5

masyarakat terutama bagi pelaku usaha yang ingin mengetahui penerapan
Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 serta dampak yang diakibatkan olehnya,
dan untuk memenuhi syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar

magister pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini lebih sistematis, maka penulis akan
menguraikan pembahasan dalam empat bagian sebagaimana berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.

Bab Il: Tinjauan pustaka tentang praktik larangan monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang terdiri dari pembahasan persaingan usaha
secara umum, persekongkolan, jenis-jenis persekongkolan dan tender.

Bab I11: Metodologi Penelitian, pengertian metodologi penelitian,
fungsi penelitian, pendekatan penelitian serta jenis data penelitian

Bab 1V: Analisis Putusan Persekongkolan pada Putusan KPPU No.
25/KPPU-L/2008, No. 4/KPPU-L/2013 dan No. 13/KPPU-L/2015.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka
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